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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa pelaksanaan 

Pengurusan Perjalanan Dinas Luar Negeri pada BRSDM belum berjalan 

secara maksimal karena sebagian besar perjalanan dinas luar negeri 

yang dilakukan tidak masuk dalam daftar perencanaan kebutuhan 

perjalanan dinas luar negeri. Padahal setiap akhir tahun sebelumnya, 

Sekretariat BRSDM sebenarnya telah membuat surat dinas bagi seluruh 

kepala UPT untuk dapat menyampaikan usulan perjalanan dinas luar 

negeri untuk tahun berikutnya. 

Sekretariat BRSDM belum memiliki formulasi untuk menentukan 

apakah pejabat/pegawai yang diusulkan sudah sesuai dengan 

kompetensi dan tusinya masing-masing. Adapun  kesimpulan secara 

terperinci untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

 

1. Aspek Perencanaan 
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Pada aspek perencanaan, dimulai dari waktu pelaksanaan, nama 

kegiatan, jumlah delegasi, kota/negara tujuan, dan pembiayaan 

dapat dianalisis bahwa, perencanaan perjalanan dinas luar negeri 

belum sesuai dengan aspek perencanaan dengan sebagian besar 

belum menyampaikan informasi usulan rencana perjalanan dinas 

luar negeri  tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun demikian 

untuk penyampaian kelengkapan dokumen perjalanan dinas luar 

negeri sudah cukup lengkap dan dapat diproses lebih lanjut tanpa 

kendala. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurusan perjalanan 

dinas luar negeri pada BRSDM dari aspek perencanaan 

menunjukan bahwa belum memenuhi perencanaan yang baik. 

 

2. Aspek Jenis dan Persyaratan 

Pada aspek jenis dan persyaratan, bahwa jenis perjalanan dinas 

luar negeri, sebagian besar belum memenuhi persyaratan umum 

dan khusus yang dipersyaratkan. Namun demikian Sekretariat 

BRSDM tetap dapat memberikan pelayanan pengurusan 

perjalanan dinas luar negeri kepada semua pejabat/pelaksana di 

lingkup BRSDM dengan tetap memperhatikan kelengkapan 

dokumen yang diperlukan dalam perjalanan dinas luar negeri 

dengan persetujuan Pimpinan. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas luar negeri dilihat dari 

aspek jenis dan syarat belum berjalan maksimal. 



 

72 
 

 

3. Aspek Mekanisme 

Pada aspek mekanisme, menunjukkan bahwa mekanisme 

perjalanan dinas luar negeri pada BRSDM belum maksimal. 

Penyampaian usulan rencana perjalanan dinas luar negeri yang 

belum dilakukan mengakibatkan proses pengurusan perjalanan 

dinas luar negeri menjadi tergesa-gesa karena faktor waktu 

pengurusan yang kurang memadai. Namun demikian dalam hal 

terjadi perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri 

di lingkup BRSDM, telah dilakukan penanganan yang tepat 

dengan segera mungkin membuat surat pemberitahuan terjadi 

perubahan waktu/pembatalan perjalanan dinas luar negeri. Pada 

tahun 2019, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi perjalanan 

dinas luar negeri pada BRSDM belum berjalan secara maksimal 

dikarenakan baru sekitar 69 dari 144 (sebesar 50%) pelaksana 

perjalanan dinas yang telah menyerahkan laporan perjalanan 

dinas luar negeri kepada Kepala BRSDM. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, peneliti 

dapat menyampaikan saran-saran pada BRSDM sebagai berikut : 
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1. Aspek Perencanaan  

Sekretariat BRSDM harus membuat perencanaan perjalanan 

dinas luar negeri yang baik dengan menunjuk Subkoordinator 

Kerja Sama dan Subkoordinator Perencanaan dan 

Pengembangan Pegawai guna mencari formulasi yang tepat 

untuk menentukan apakah usulan perjalanan dinas luar negeri 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan dinas luar negeri. 

Sekretariat BRSDM perlu menunjuk operator khusus yang 

menangani perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM 

dengan membuat surat keputusan penunjukan operator khusu 

yang menangani perjalanan dinas luar negeri di lingkup BRSDM. 

 

2. Aspek Jenis dan Syarat,  

Sekretariat BRSDM harus membuat peraturan tertulis yang 

mengatur tentang kriteria jenis perjalanan dan syarat yang 

diperlukan agar perjalanan dinas luar negeri berjalan selektif. 

Sekretariat BRSDM juga harus tegas untuk mempertimbangkan 

kembali serta tidak memproses lebih lanjut setiap pengusulan 

perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak menyampaikan 

usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat 

BRSDM di tahun sebelumnya. Sekretariat BRSDM juga harus 

menyiapkan aturan khusus untuk memastikan bahwa pelaksana 
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perjalanan dinas merupakan orang yang tepat sesuai dengan 

kompetensinya. 

 

3. Aspek Mekanisme 

Sekretariat BRSDM harus tegas dengan tidak memproses lebih 

lanjut pengusulan perjalanan dinas luar negeri dari UPT yang tidak 

mengirimkan usulan rencana perjalanan dinas luar negeri pada 

tahun sebelumnya. Sekretariat BRSDM juga harus berani 

memberikan sanksi tegas bagi pelaksana perjalanan dinas yang 

tidak melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada 

Kepala BRSDM sesuai peraturan kedisiplinan yang berlaku. 

Selanjutnya, Sekretariat BRSDM juga harus melaksanakan 

kegiatan evaluasi perjalanan dinas luar negeri lingkup BRSDM 

setiap semester tahun berjalan untuk mendapatkan gambaran 

pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dan memberikan 

masukan bagi Kepala BRSDM untuk mencari solusi dari 

permasalahan yang terjadi.   
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